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Dalam hal pelaksanaan pendidikan termnyats timbul kerugian tethadap
pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinga
pendidikan. maka segula resiko vang timbul sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pihak pemegang zin dan keputusan ini dapat
dibaralkan dan atau batal denyi hukum,

g

egala penyimpangan dan amu kelalaian eas ketentuan dalam

keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah haik
sengaja mavpun tidak sengajo. maka keputusan ini batal atau bata]
demi hukum

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain
dengan dalih apapun sebelum adanyn persetujuan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor.

Eeputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADATANGGAL : 25 -Juni Z0g
o DINAS PENBIDIK AN '

2 nad Lukman, MM,M.Si
; Utama Muda
Nip.195312021979021003

th.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
Yth Bupati Bogor melelui Sekretaris Dagrah Kabupaten Bogor;
Yith Ketun Dewan Perwakilan Rakvat Daerah kabupaten Bogor;

Kepala URT Kurikulum Kecamatan Jasinga;
Yth Kepala Dzsa Kalongsawah Kecamatan Jasinga



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR "
DINAS PENDIDIKAN l

JI Nyaman Mo | Desa Tengah Kec. Cibinong Telp 021 8753101

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 4211/ 38} -Disdik /2009
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENY ELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AL FALAH
KP. PEUTEUY RT 03/03 DESA KALONGSAWAH
KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang © & Bahwa dalum upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan
kepada musyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia
dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidjkan
Anal. Usia Dini / PAUD Al Falah yang beriokasi di Kp.Peuteuy

Re 43/63 Desa Kalongsawnh Kecamuian Fusings Kabupeten Bogor.

b, Bahwa herdasarkan pertimt bagai dimaksud dalam
huraf @ perlu menetspkan  Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
tertaug Izin Pendirian Anak Usia Dinj / PAUD Al Falah vang
berlokasi di Kp.Peuteuy Rt. 03/03 Desa Kalongsawah Kecamatan
Jasinga Kabupaten Bogor,

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerzh
Kabupaten  dalam Lingkungan Jaws Barai ( Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tabun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
N:ﬁrt\ﬂﬁi_( Lemburan Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambaohan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Unds
N

-Undang No.20 sahun 2003 ledtang  System pendidikan

onal Pasal 28;




Memperhatikan

MEMUTUSKAN
Menctapkan
KESATU

KEDUA

o

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintzh No.27 tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26
April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor ¢ Tahun 2008, susunan dan
Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Dacrah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomor 9 j;

Peraturan Dacrah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

Keputsan  Bupati  Bogor tentang  Pendelegasian  Kewenangan
P d: Dok Admini i Pel Umum
Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005
tanggal 30 Mei 2005;

b

. izin  Operasional dari  Penyel
Pendidikan PAUD Anggrek tanggal “Desember 2009 Nomor -
04/PAUD-Angerek/12/2009, Perihal  Pengajuan  Izin  Pendirian
Oprasional PAUD Anggrek.

Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kusikulum
Dinas Pendidikan Kecamatan Cigudeg tanggal *Desember 2009,

Surat

Memberikan [zin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama PAUD : Al-Falsh

Alamat : Kp. Penteny Rt.03 Rw.03
Desa/Kel t Kalongsawah
Kecamutan  : Jasinga

Pemberiad izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku
sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi )
setiap awal tahun pelsjaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

Dalam hal pelaksanaan pendidikan temnyata timbul kerugian terhadap



